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ABSTRAK

PENGARUH BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN, BELANJA
FUNGSI KESEHATAN, DAN BELANJA FUNGSI
PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh
Aura Putri Tuah Cindona; Anna Yulianita

Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan
perlindungan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
periode 2017-2023 dengan pendekatan Random Effects Model. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap kemiskinan. Secara parsial, belanja pendidikan tidak signifikan dan
cenderung berdampak negatif akibat dominasi belanja pegawai yang tidak secara
langsung mendukung pengentasan kemiskinan. Belanja kesehatan berpengaruh
negatif signifikan, sedangkan belanja perlindungan sosial berpengaruh positif, yang
menunjukkan bahwa penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai
dengan kebutuhan riil masyarakat justru dapat memperburuk kondisi kemiskinan.
Temuan ini menekankan pentingnya optimalisasi alokasi dan efektivitas belanja
untuk mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan, Belanja
Fungsi Perlindungan Sosial, Tingkat Kemiskinan.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Dosen Pembimbing

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.
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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF EDUCATION FUNCTION
EXPENDITURE, HEALTH FUNCTION EXPENDITURE, AND
SOCIAL PROTECTION FUNCTION EXPENDITURE ON THE

POVERTY RATE IN EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

By:
Aura Putri Tuah Cindona; Anna Yulianita

This study analyzes the effect of education function expenditure, health function
expenditure, and social protection function expenditure on the poverty rate in East
Nusa Tenggara Province for the period 2017-2023 using the Random Effects
Model approach. The results indicate that the three variables jointly have a
significant effect on poverty. Partially, education expenditure is not significant and
tends to have a negative effect due to the dominance of personnel spending, which
does not directly support poverty alleviation. Health expenditure has a significant
negative effect, while social protection expenditure has a positive effect, indicating
that the misallocation of assistance that does not align with the actual needs of the
community can worsen poverty conditions. These findings highlight the importance
of optimizing budget allocation and spending effectiveness to support sustainable
poverty reduction efforts.

Keywords: Education Function Expenditure, Health Function Expenditure, Social
Protection Function Expenditure, Poverty Rate
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan. Salah satu
indikator utama keberhasilan pembangunan adalah menurunnya tingkat
kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga
terkait erat dengan dimensi sosial. Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia
telah menjadi agenda prioritas pemerintah pusat maupun daerah, sejalan dengan
komitmen pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable
Development Goals (SDGs), khususnya TPB 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam
segala bentuk di mana pun.

PBB melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) telah
menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama yang harus dicapai pada
tahun 2030, yakni pada Tujuan 1: No Poverty. SDGs menekankan bahwa
penghapusan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan
memperhatikan keterkaitan antar aspek pembangunan. Berdasarkan dokumen
Poverty Eradication, tindakan prioritas dalam pengentasan kemiskinan antara lain,
salah satunya meliputi penyediaan akses universal terhadap layanan sosial dasar,
pengembangan sistem perlindungan sosial secara bertahap untuk mendukung
kelompok masyarakat yang tidak mampu menghidupi diri sendiri, serta
pemberdayaan masyarakat miskin dan organisasi mereka agar dapat aktif
berpartisipasi dalam proses pembangunan (UN Department of Economic and Social

Affairs, 2019).



Upaya ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang menempatkan
kesejahteraan masyarakat sebagai pusat kebijakan, dengan menekankan pentingnya
pemberian hak dasar dan perlindungan berkelanjutan bagi kelompok rentan. Nilai-
nilai yang tercantum dalam agenda global tersebut menjadi rujukan penting bagi
banyak negara, termasuk Indonesia, dalam merancang kebijakan pengentasan
kemiskinan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2023 berhasil
ditekan hingga 9,36 persen, namun masih terdapat sekitar 25,90 juta jiwa yang
hidup di bawah garis kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia
diarahkan pada membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui
beberapa sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain,
perlindungan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman untuk mencegah dan
menangani risiko kerentanan sosial yang dialami oleh kelompok miskin dan rentan.
Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan secara
efektif hingga ke tingkat daerah, khususnya di provinsi-provinsi dengan tingkat

kemiskinan yang masih tinggi, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur.



25

21,38 21,03 20,62 21,21 20,44 20,23 19,96

. ——C== A 1 2
20 —— 2.0
15
10,12 966 6.2 10,19 9.71 9.57 0,36
10 8,57
5
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
=@==NUSA TENGGARA TIMUR INDONESIA

Gambar 1. 1 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur dan
Indonesia
Sumber: BPS 2024

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat
kemiskinan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),
persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada Maret 2023 tercatat
sebesar 19,96 persen atau sekitar 1,14 juta orang, jauh di atas rata-rata nasional
sebesar 9,36 persen. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan Maret 2022
yang sebesar 20,05 persen.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 menempatkan
pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama pembangunan, dengan menekankan
pentingnya penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial
sebagai langkah preventif terhadap stagnasi kesejahteraan masyarakat. Sementara
itu, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 mencatat bahwa

kondisi kemiskinan pada tahun-tahun sebelumnya secara nyata dipicu oleh belum

meratanya akses dan kualitas layanan pada ketiga sektor tersebut. Hal ini



menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bukan sekadar
menjadi prioritas dalam perencanaan, melainkan juga merupakan akar persoalan
yang telah berlangsung lama. Permasalahan tersebut menjadi tantangan krusial
yang harus segera diatasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menuju nol
persen pada tahun 2045. Dalam upayanya membutuhkan kebijakan pembangunan
yang konsisten serta pengelolaan anggaran yang efektif dan berkelanjutan pada
sektor-sektor strategis tersebut.

Rendahnya kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu
tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Salah satu indikator
yang merefleksikan kondisi ini adalah Angka Partisipasi Murni (APM), yaitu
persentase anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah di
jenjang pendidikan yang sesuai. Berdasarkan data APM, terlihat bahwa akses
terhadap pelayanan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih belum
optimal, terutama pada jenjang pendidikan menengah. Kesenjangan partisipasi
antar jenjang pendidikan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan,
semakin rendah tingkat keikutsertaan peserta didik.
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Gambar 1. 2 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Sumber: BPS 2024



Data APM Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 hingga 2023
menunjukkan bahwa tingkat partisipasi siswa pada jenjang SD/MI cenderung tinggi
dan stabil, berada di kisaran 95-96 persen, yang berarti sebagian besar anak usia
sekolah dasar telah mendapatkan akses pendidikan. Namun, kondisi berbeda
terlihat pada jenjang pendidikan lanjutan. APM untuk jenjang SMP/MTs masih
berkisar di angka 67—73 persen, dan yang lebih memprihatinkan adalah APM pada
jenjang SMA/SMK/MA, yang bahkan belum menyentuh angka 60 persen dan
hanya mencapai 58,15 persen pada tahun 2023.

Kesenjangan APM antarjenjang menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang
pendidikan, semakin rendah tingkat partisipasinya di Nusa Tenggara Timur.
Rendahnya partisipasi tentu berdampak pada kualitas tenaga kerja di masa depan,
di mana lulusan pendidikan menengah menjadi prasyarat minimum untuk bersaing
di pasar tenaga kerja modern. Akibatnya, banyak penduduk yang hanya mampu
bekerja di sektor informal dengan produktivitas dan pendapatan yang rendah.
Kondisi ini mempersempit peluang ekonomi masyarakat dan memperparah
ketidakmampuan mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Di sisi lain, sektor kesehatan juga memegang peranan krusial dalam upaya
pengentasan kemiskinan, karena kondisi kesehatan masyarakat secara langsung
memengaruhi produktivitas dan kemampuan mereka untuk bekerja secara optimal.
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbagai indikator kesehatan masih
menunjukkan kondisi yang memprihatinkan dan mencerminkan tantangan serius
dalam pembangunan. Derajat kesehatan masyarakat menjadi tolok ukur

keberhasilan berbagai program dan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan



yang dilaksanakan secara berkesinambungan, terpadu, dan lintas sektor (BPS,
2023). Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur derajat
kesehatan tersebut adalah Angka Harapan Hidup (AHH), yang merefleksikan rata-
rata usia hidup penduduk berdasarkan kualitas layanan kesehatan dan kondisi
lingkungan.
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Gambar 1. 3 Angka Harapan Hidup 2017-2023 (Persen)
Sumber: BPS 2024

Pada Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan AHH di Provinsi Nusa
Tenggara Timur dibandingkan dengan rata-rata nasional Indonesia selama periode
2017 hingga 2023. Terlihat bahwa AHH di Nusa Tenggara Timur terus mengalami
peningkatan secara bertahap, dari 66,07 tahun pada 2017 menjadi 67,77 tahun pada
2023. Namun demikian, AHH Nusa Tenggara Timur secara konsisten berada di
bawah rata-rata nasional yang pada periode yang sama juga meningkat, dari 71,06
tahun menjadi 73,93 tahun. Bahkan pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan
pada AHH nasional, sementara Nusa Tenggara Timur hanya mengalami

peningkatan yang bersifat gradual.



Perbedaan angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam
pencapaian derajat kesehatan antara Nusa Tenggara Timur dan wilayah lain di
Indonesia. Kesenjangan ini mencerminkan berbagai tantangan struktural, mulai dari
terbatasnya akses layanan kesehatan, minimnya ketersediaan dan pemerataan
fasilitas medis, hingga kualitas lingkungan hidup yang rendah. Kondisi ini
berdampak langsung pada produktivitas dan ketahanan ekonomi masyarakat,
terutama kelompok miskin yang paling rentan terhadap beban kesehatan. Selain itu,
rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk di Nusa Tenggara Timur masih
tergolong rendah, memperparah keterbatasan pelayanan, khususnya di daerah-
daerah terpencil yang sulit dijangkau. Terlebih lagi masih tingginya angka stunting,
kematian ibu dan bayi, serta prevalensi penyakit menular menunjukkan bahwa
tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat miskin belum tertangani secara
optimal (Dinas Lingkungan dan Kehutanan Nusa Tenggara Timur, 2025)

Selain pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial juga memegang
peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Mengingat berbagai
tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat miskin, intervensi tidak cukup
hanya dilakukan melalui peningkatan layanan kesehatan semata, tetapi juga perlu
didukung oleh sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk mencegah
terjadinya kerentanan secara berulang. Ketika kondisi kesehatan yang buruk
membatasi produktivitas masyarakat, perlindungan sosial hadir sebagai mekanisme
penyangga yang membantu mempertahankan kelangsungan hidup dan

kesejahteraan dasar, terutama saat terjadi guncangan sosial maupun ekonomi.



Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan
upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan
kerentanan sosial, agar kelangsungan hidup individu maupun kelompok masyarakat
tetap dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Dalam rangka
mewujudkan tujuan tersebut, berbagai program perlindungan sosial seperti
pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan jaminan sosial dianggarkan untuk
memperkuat daya tahan sosial masyarakat. Namun, realisasi dan efektivitas
pelaksanaan program-program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, di
antaranya terbatasnya anggaran daerah, kendala dalam distribusi bantuan, serta
lemahnya koordinasi antarinstansi yang berwenang yang diperkuat pada Gambar
14.
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Gambar 1. 4 Tingkat Penyerapan Belanja Fungsi terhadap Anggaran (Persen)
Sumber: Data diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1.4 menunjukkan tingkat penyerapan anggaran belanja fungsi

pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2017 hingga



2023 untuk tiga sektor utama: pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Terlihat bahwa fungsi perlindungan sosial menerima alokasi anggaran yang paling
rendah, bahkan tidak pernah melebihi 2 persen dan hanya mencapai 0,71 persen
pada tahun 2023. Sebaliknya, belanja pendidikan dan kesehatan menunjukkan tren
alokasi yang jauh lebih besar dan stabil, masing-masing mencapai puncak pada
2019 sebesar 28,53 persen untuk pendidikan dan 16,90 persen untuk kesehatan pada
2023. Ketimpangan alokasi ini menunjukkan pentingnya menyeimbangkan
dukungan sektor lain secara sinergis, agar pembangunan manusia dapat berjalan
secara holistik dan tidak timpang, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Pemerintah sebenarnya telah menyediakan kerangka hukum yang kuat dalam
pengelolaan anggaran berbasis fungsi pembangunan, seperti Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, dan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Kklasifikasi anggaran
memberikan dasar pengelompokan anggaran yang jelas. Selain itu, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa belanja daerah harus
diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan
layanan dasar, fasilitas sosial, dan jaminan sosial yang layak.

Namun demikian, yang lebih penting bukan sekadar besarnya anggaran yang
dialokasikan, melainkan bagaimana alokasi tersebut didistribusikan secara
strategis, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah.
Belanja pendidikan, misalnya, diwajibkan memperoleh alokasi minimal 20 persen
dari APBD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena berkontribusi langsung terhadap



peningkatan kualitas sumber daya manusia. Belanja kesehatan juga memiliki peran
penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur kewajiban
alokasi dari APBD untuk sektor tersebut. Sementara itu, fungsi perlindungan sosial,
sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko akibat
guncangan serta kerentanan sosial, sekaligus memperkuat ketahanan kelompok
masyarakat yang paling rentan.

Ketidakseimbangan alokasi belanja antar  fungsi  pembangunan
mencerminkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor agar upaya pengentasan
kemiskinan dapat berjalan secara menyeluruh dan saling mendukung. Di Provinsi
Nusa Tenggara Timur, belanja fungsi perlindungan sosial masih menunjukkan
tingkat alokasi yang relatif kecil dibandingkan dengan sektor pendidikan dan
kesehatan sepanjang periode 2017-2023. Rendahnya porsi belanja untuk
perlindungan sosial berpotensi memperlemah efektivitas program pengentasan
kemiskinan, terutama karena sektor ini memegang peranan penting dalam
menopang kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya secara mandiri, serta dalam merespons risiko sosial yang kerap dialami
masyarakat rentan.

Situasi ini sejalan dengan sorotan dalam dokumen Poverty Eradication, yang
menegaskan bahwa tindakan prioritas dalam pengentasan kemiskinan meliputi
penyediaan akses universal terhadap layanan sosial dasar, pengembangan sistem

perlindungan sosial secara bertahap, dan pemberdayaan masyarakat miskin agar
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dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Ketika belanja sektor
pendidikan dan kesehatan telah memperoleh porsi alokasi yang relatif lebih besar,
rendahnya alokasi pada fungsi perlindungan sosial menunjukkan masih adanya
celah dalam pendekatan kebijakan pengentasan kemiskinan yang terpadu. Hal ini
menandakan bahwa pemanfaatan instrumen fiskal belum sepenuhnya diarahkan
untuk menjawab kebutuhan kelompok miskin secara menyeluruh dan
berkelanjutan.

Penting dilakukan kajian empiris untuk menganalisis sejauh mana belanja
fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berpengaruh terhadap
tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini tidak hanya
bertujuan mengisi kekosongan literatur terkait efektivitas belanja publik berbasis
fungsi, tetapi juga menyediakan bukti ilmiah sebagai dasar perumusan kebijakan
anggaran yang lebih responsif, tepat sasaran, dan berpihak pada kelompok miskin.
Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memperkuat peran belanja daerah
sebagai instrumen strategis dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan,
terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang tinggi

seperti Nusa Tenggara Timur.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan topik penulisan latar belakang, maka terdapat perumusan
masalah dalam penelitian, yaitu “Bagaimana pengaruh belanja fungsi pendidikan,
belanja fungsi kesehatan, dan belanja fungsi perlindungan sosial terhadap tingkat

kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?”.

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dari masalah di atas adalah untuk menganalisis
pengaruh belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, dan belanja fungsi

perlindungan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian
Dengan penelitian ini, diharapkan memberi dampak positif bagi berbagai
pihak, seperti:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengayaan kajian ilmiah di
bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi regional, khususnya terkait faktor-
faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Selain memperkuat basis empiris
dalam literatur, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti
selanjutnya dalam mengembangkan studi tentang efektivitas pengelolaan belanja
daerah, ketimpangan pembangunan, serta strategi pengentasan kemiskinan di

wilayah-wilayah tertinggal.
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2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan awal atau referensi
pendukung bagi pihak-pihak yang terlibat dalam analisis, penyusunan, atau
evaluasi kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam hal pengalokasian
anggaran pada sektor-sektor strategis. Meskipun cakupannya bersifat akademik,
temuan yang dihasilkan tetap memiliki potensi untuk digunakan sebagai dasar
pertimbangan dalam diskusi ilmiah, forum kebijakan, atau penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan di tingkat lokal.
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